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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Hotel RK, maka dapat disimpulkan

hal-hal sebagai berikut:

1.

Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan, Hotel RK telah
melaksanakannya dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari telah dilakukannya
kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan
secara tepat waktu. Akan tetapi, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan jumlah Pajak Penghasilan terutang yang
telah dilaporkan oleh Hotel RK dengan perhitungan saat dilakukannya tax review
untuk menguji setiap aspek perpajakan yang ada di Hotel RK. Berikut adalah hal-
hal yang dapat disimpulkan dari review terhadap kewajiban Pajak Penghasilan
Hotel RK:

a. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, selama tahun 2017 Hotel RK

hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap seorang pegawai tetap
yang bekerja penuh selama tahun 2017 yang berpenghasilan di atas PTKP
dengan jabatan sebagai seorang chief accountant. Sedangkan Hotel RK tidak
pernah melakukan pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan PPh Pasal 21
terhadap pegawai tetap yang tidak bekerja penuh selama tahun 2017 yang
berpenghasilan di atas PTKP maupun terhadap bukan pegawai yang bersifat

tidak berkesinambungan.

. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2), Hotel RK memiliki

kewajiban untuk melaporkan penghasilannya yang berasal dari luar usaha,
yaitu penghasilan jasa giro. Selama tahun 2017, Hotel RK mendapatkan
penghasilan berupa jasa giro ini dari 3 (tiga) bank berbeda, yaitu Bank BCA,
Bank Mandiri, dan Bank BRI. Berdasarkan hasil review terhadap kewajiban
PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan melakukan perhitungan ulang jumlah
penghasilan jasa giro yang terdapat pada rekening koran, terdapat selisih

antara angka yang terdapat di rekening koran Hotel RK dengan angka yang
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dilaporkan oleh Hotel RK dalam Laporan Laba Rugi tahun 2017 dan SPT
Tahunan PPh Badan (SPT 1771). Selisih ini menyebabkan angka yang
dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi dan SPT 1771 Hotel RK menjadi lebih
kecil dari yang seharusnya.

. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor
46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang untuk
tahun pajak 2017, Hotel RK telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan
menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan antara angka
peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk
menghitung Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan
angka peredaran bruto yang terdapat dalam Laporan Penjualan Hotel RK
Tahun 2017 maupun Laporan Laba Rugi Hotel RK Tahun 2017. Sehingga
dalam menjalankan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor
46 Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa Hotel RK telah melakukan
kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan benar dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehinga tidak
menyebabkan adanya kurang bayar yang dapat merugikan Hotel RK di
kemudian hari karena berpotensi untuk dikenakan sanksi perpajakan.

. Dalam melaksanakan kewajiban SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) untuk
tahun pajak 2017, secara keseluruhan terdapat ketidaksesuaian dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengisian SPT Tahunan
PPh Badan (SPT 1771). Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan dalam
jumlah peredaran bruto yang yang dilaporkan oleh Hotel RK dan yang
seharusnya, perbedaan ini disebabkan oleh adanya penghasilan dari luar
usaha yang berasal dari jasa giro, di mana Hotel RK tidak melaporkan jumlah
penghasilan dari luar usaha yang berasal dari jasa giro dalam SPT 1771
secara benar, lengkap, dan jelas. Dalam hal ini, total peredaran bruto yang
berasal dari usaha maupun dari luar usaha yang dilaporkan oleh Hotel RK
dalam SPT 1771 memiliki nilai yang lebih kecil dari yang seharusnya setelah

dilakukan perbandingan dengan rekening koran sehingga mengakibatkan
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perbedaan nilai laba bersih Hotel RK yang seharusnya. Hal ini
mengakibatkan Hotel RK berpotensi untuk dikenakan sanksi perpajakan.
Sedangkan dalam hal pelaporan, Hotel RK telah melakukan pelaporan SPT
1771 secara tepat waktu, yaitu pada tanggal 28 April 2018 di mana batas
waktu pelaporan SPT 1771 adalah 30 April 2018.

2. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Hotel, Hotel RK telah melakukan
pembayaran atas Pajak Hotel yang terutang setiap bulannya selama tahun 2017
sesuai dengan SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Jambi dengan menggunakan SSPD. Berdasarkan hasil review,
terdapat perbedaaan antara nilai Pajak Hotel berdasarkan SKPD Pajak Hotel
dengan yang seharusnya terutang yang menyebabkan nilai Pajak Hotel yang
dibayar oleh Hotel RK menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Sehingga
sebagai upaya tax planning, pemilik Hotel RK dapat mengajukan permohonan
kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan SKPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan. Selain itu, Hotel RK juga dapat mengajukan keberatan terhadap
SKPD vyang dikeluarkan. Dalam hal penyetoran, Hotel RK harus
mempertahankan ketepatan waktunya dalam menyetorkan Pajak Hotel.

3. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Restoran, Hotel RK telah melakukan
pembayaran atas Pajak Restoran yang terutang setiap bulannya selama tahun
2017 sesuai dengan SKPD yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi dengan menggunakan SSPD. Berdasarkan hasil
review, terdapat perbedaaan antara nilai Pajak Restoran berdasarkan SKPD Pajak
Restoran dengan yang seharusnya terutang yang menyebabkan nilai Pajak
Restoran yang dibayar oleh Hotel RK menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

4. Berdasarkan hasil tax review yang telah dilakukan, berikut adalah potensi
dikenakannya sanksi perpajakan pada Hotel RK adalah sebagai berikut:

a. Hotel RK dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per
bulan atas kurang bayar PPh Pasal 21 pegawai tetap yang bekerja tidak penuh
selama tahun 2017 dan bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan
dikarenakan Hotel RK tidak pernah melakukan pemotongan maupun

menyetorkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang bekerja tidak penuh dan
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bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan selama tahun 2017.
Metode gross yang digunakan oleh Hotel RK dalam melakukan pemotongan
PPh Pasal 21 telah tepat karena setelah dilakukan perhitungan kembali
dengan menggunakan metode gross up, jumlah biaya yang harus dikeluarkan
oleh Hotel RK menjadi lebih besar.

b. Hotel RK dapat dikenakan sanksi perpajakan dikarenakan tidak melaporkan
seluruh penghasilan jasa giro yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4
Ayat (2) sehingga menyebabkan angka yang dilaporkan dalam SPT Tahunan
PPh Badan (SPT 1771) menjadi tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas.
Sebagai bentuk fax planning, Hotel RK sebaiknya melaporkan seluruh
penghasilan lainnya yang berasal dari jasa giro ini baik dalam Laporan Laba
Rugi maupun pada saat melaporkan SPT 1771 untuk meminimalisir potensi
dikenakannya sanksi perpajakan di kemudian hari.

c. Hotel RK dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per
bulan maupun kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) akibat Pajak
Restoran yang kurang dibayar selama tahun 2017. Sebagai suatu upaya fax
planning, Hotel RK harus melaporkan jumlah penghasilan bruto yang
sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak saat menghitung
besarnya Pajak Restoran terutang untuk meminimalisir dikenakannya sanksi
perpajakan.

5. Berdasarkan hasil tax review, salah satu strategi tax planning yang dapat
dilakukan oleh Hotel RK adalah dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk
menghitung besarnya PPh Badan yang terutang karena dapat membuat beban
pajak yang harus dibayarkan oleh Hotel RK menjadi lebih efisien daripada
menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Selain itu,
Hotel RK juga harus mempertahankan ketepatan waktunya dalam penyetoran dan
pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran agar dapat
meminimalisir potensi dikenakannya sanksi perpajakan di masa yang akan datang
dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan semua

kewajiban perpajakannya.
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5.2. Saran

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak hotel

sehingga pemilik Hotel RK dapat memenuhi kewajiban pemotongan, penyetoran,

serta pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dengan lebih

baik lagi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut

adalah saran yang dapat diberikan kepada pemilik Hotel RK setelah dilakukan

penelitian ini:

1.

Hotel RK disarankan untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, terutama dalam kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4
Ayat (2), kewajiban Pajak Restoran, serta kewajiban SPT 1771.

Hotel RK disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk untuk membetulkan SKPD Pajak Hotel yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan agar Hotel RK tidak mengalami kerugian akibat kelebihan
pembayaran Pajak Hotel yang terutang.

Hotel RK disarankan untuk segera melakukan pembetulan atas kurang bayar
Pajak Restoran agar dapat terhindar dari potensi dikenakannya sanksi perpajakan.
Hotel RK disarankan untuk melakukan pembetulan atas jumlah peredaran bruto
secara keseluruhan, khususnya untuk penghasilan yang berasal dari luar usaha
agar jumlah yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi, SPT 1771, dan rekening

koran memilliki nilai yang sama.

. Hotel RK disarankan untuk menggunakan tarif PPh Pasal 31E dalam menghitung

PPh Badan terutang karena terdapat penghematan pajak yang cukup besar
dibandingkan dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Hotel RK disarankan untuk dapat mempertahankan ketepatan waktunya dalam
melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang untuk semua aspek
perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas agar dapat meminimalisir potensi
dikenakannya sanksi perpajakan.

Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan hasil penelitian ini
sebaik-baiknya sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan topik yang

sejenis.
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